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PUTUSAN
Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Mw

~-*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:
NANIK SUSANTI binti SUKIYAR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung .........
Kabupaten Manokwari Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan
TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Kampung ......... Kabupaten Manokwari

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, Tanggal 10
Oktober 2005, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ........ ,
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagaimana
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ........ , tanggal 15 Oktober 2020;
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2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus
perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai
di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kampung ........... Kabupaten Manokwari
Selatan;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK lahir di Oransbari
Tanggal 14 Mei 2006 dan ANAK lahir di Oransbari Tanggal 02 Desember
2009 dan kini anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis,
kemudian sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan;
a. Bahwa Tergugat setiap sore keluar rumah tanpa ijin Penggugat
dan pulang tengah malam sehingga didalam rumah tangga tidak ada
komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Bulan
Mei 2020 sampai dengan saat ini;
C. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei 2020
sampai dengan sekarang;
d. Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat apabila uang yang
diberikan kepada Penggugat habis;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulangkali
terjadi, dan puncaknya pada bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran dimana
Penggugat menegur Tergugat mengapa sering keluar dan pulang tengah
malam namun Tergugat tidak terima dan Tergugat langsung keluar dari
rumabh, sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;
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9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

10.Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama
Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan
Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir di persidangan secara in person, dan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan
mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua
belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu,
Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat
yang bernama Khoirunnisa’ Putri Kusumaningayu, S.H. dengan Penetapan
Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 25 November 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 16 Desember 2020,
ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian
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dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2020 yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara
lisan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27
Januari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada
posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima);

2. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6
(enam) huruf (a), yang menyatakan bahwa Tergugat setiap sore keluar
rumah tanap izin Penggugat dan pulang tengah malam, Tergugat
membenarkan hal tersebut namun terkadang juga Tergugat keluar setelah
meminta izin kepada Penggugat;

3. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada
posita angka 6 (enam) huruf (b) dan (c) mengenai pisah ranjang sejak
bulan Mei 2020 dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei
2020;

4. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6
(enam) huruf (d), yang menyatakan bahwa Tergugat sering memarahi
Penggugat jika uang belanja habis tidak benar, karena Tergugat tidak
memarahi Penggugat melainkan hanya bertanya kepada Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada
posita angka 7 (tujuh);

6. Bahwa, Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah
tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan
Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tetap
ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan
Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
........ , tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, telah dicocokkan dengan
yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua
Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
peternak, bertempat tinggal di Jalan ........ Kabupaten Manokwari Selatan,
Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di persidangan Saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah pada tahun 2005 di Distrik ....... , Kabupaten Manokwari
Selatan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kampung
....... Kabupaten Manokwari Selatan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
masing-masing bernama ANAK dan ANAK;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2019 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat Tergugat cemburu dan mencurigai
Penggugat memiliki pria idaman lain;

- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena
Penggugat sering berhutang;

- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendengar sendiri
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2020;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah mengupayakan agar
Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan ............ Kabupaten
Manokwari Selatan, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di
persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah
kediaman bersama di Kampung .......... Kabupaten Manokwari Selatan,
dan rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2019 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah di malam hari sehingga
tidak ada waktu untuk bersama Penggugat. Selain itu Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mempertanyakan
uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat jika uang
tersebut habis terpakai;

- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sendiri sering
melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah
ranjang sejak bulan Mei 2019 dan sudah pisah tempat tinggal sampai
sejak bulan Juni 2020;

- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
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berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan
Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat
dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan tidak akan
mengajukan bukti baik berupa surat maupun Saksi dan bersedia bercerai
dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah
mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari menjatuhkan talak
satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena:

- Tergugat setiap sore keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan pulang
tengah malam sehingga didalam rumah tangga tidak ada komunikasi lagi
antara Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2020
sampai dengan saat ini;

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai
dengan sekarang;

- Tergugat sering memarahi Penggugat apabila uang yang diberikan

kepada Penggugat habis;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah
dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1)
R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut,
atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh
proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Khoirunnisa’ Putri
Kusumaningayu, S.H. selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil
sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak
berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor:
164/Pdt.G/2020/PA.Mw. tanggal 9 November 2020 yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum
dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya
membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu pada posita angka 1
(satu) sampai dengan angka 5 (lima), posita angka 6 (enam) huruf (a), (b), (c),
dan posita angka 7 (tujuh) dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat
yaitu pada angka 6 (enam) huruf (d) tentang Tergugat yang sering memarahi
Penggugat jika uang yang diberikan kepada Penggugat habis, yang benar
adalah Tergugat hanya bertanya dan tidak memarahi, selanjutnya Tergugat
menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam
bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak
lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal
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1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya
dan ditempel meterai secukupnya dan isinya pun menjelaskan tentang
perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti
tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai
kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat
angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah
pada tanggal 10 Oktober 2005, dengan demikian Penggugat dalam hal ini
secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai
persona standi in judicio dalam perkara a quo berlawanan dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat
tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat
sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907,
1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat
dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut
mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 6 (enam) gugatan Penggugat
ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut,
sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak
mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
serta bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara yang saling terkait satu
sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih
terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2005, dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah
dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan
pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih
terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994
dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah
hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah
tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah
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perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan
atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya
diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

a. Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 291, yang artinya:

“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim
dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah
nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara
suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan’;

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :
"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa,
maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang
dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang
dilakukan oleh pihak keluarga serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali
persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau
perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami
isteri ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat
mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah
terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada
harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah
tangga;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan
Penggugat merupakan i'tikad baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut
hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari
berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi
tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan
dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 10 Februari Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag.,
S.H.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Faiz Amrizal
Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah,

S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
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Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy. Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- PNBP Pgl | Penggugat :Rp 10.000,00
- PNBP Pgl | Tergugat :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 12.000,00
Jumlah : Rp1.122.000,00

(satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
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